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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilamban

gkan 

 

ṭ ط 16  

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

ẓ ظ 17  

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

ṡ ث 4  
s dengan titik 

di atasnya 
 g غ 19

 

  f ف j  20 ج 5

ḥ ح 6  
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 21

 

  k ك kh  22 خ 7

  l ل d  23 د 8

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

  n ن r  25 ر 10

  w و z  26 ز 11

  h ه s  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

ṣ ص 14  
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 29

 

ḍ ض 15  
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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       Tanda        Nama       Huruf Latin 

 َ Fatḥ ah A 

 ِ Kasrah I 

 ُ Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

             Tanda dan 

           Huruf 
Nama 

Gabungan 

      Huruf 

َ ي Fatḥ ah dan ya Ai 

Fatḥ وَ ah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa :  كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

        Harkat dan 

            Huruf 
       Nama 

       Huruf dan 

tanda 

 ا/يَ
Fatḥ ah dan alif 

atau ya 
Ā 

 Kasrah dan ya Ī       يِ

 Dammah dan waw Ū يُ

 

Contoh: 

 qāla : قال

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥ ah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

rauḍ :  روضةالاطفال ah al-atfāl/ rauḍ atul atfāl 

 /al-Madīnah al-Munawwarah : المدينةالمنورة۟

       al-Madīnatul Munawwarah 

Talḥ :  طلحة ah 

 

 Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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Institusi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan pada 

pihak defisit selalu berhadapan dengan risiko yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah 

debiturnya, sehingga pemerintah menetapkan ketentuan yurisdiksi untuk memberi 

perlindungan hukum bagi bank. Perlindungan hukum bagi bank sesuatu yang mutlak 

dibutuhkan karena menyangkut dengan kepercayaan masyarakat bahwa dana yang 

diinvestasikan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan aman dan 

terlindungi sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik bagi sistem moneter nasional. 

Namun pada pembiayaan musyârakah mutanâqiṣ ah pihak bank berada dalam posisi 

dilematis karena eksistensi bank dan nasabah debiturnya dalam posisi yang sama 

sebagai mitra usaha, sehingga semua risiko yang terjadi ditanggung bersama. Dengan 

demikian secara bisnis keberadaan bank dalam pembiayaan musyârakah mutanâqiṣ ah 

cenderung lebih besar, untuk itu dibutuhkan perlindungan yang terstruktur. Dalam 

penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana sistem operasional dan penentuan 

ujrah dalam pembiayaan musyârakah mutanâqiṣ ah, bagaimana perlindungan hukum 

terhadap bank dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan musyârakah mutanâqiṣ ah. Dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif, pengumpulan data menggunakan library dan field research, tehnik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian yang penulis dapatkan 

bahwa ujrah yang diperoleh dari pembiayaan musyârakah mutanâqiṣ ah yaitu berupa 

hasil penyewaan objek pembiayaan oleh bank kepada nasabah debiturnya hanya 

diperoleh oleh bank sebagai pendapatan bank. Perlindungan hukum yang diperlukan 

untuk memproteksi BMI Cabang Banda Aceh secara operasionalnya pihak stake holders 

bank menggunakan cara represif untuk memastikan nasabah debitur akan melakukan 

semua kewajiban kepada bank baik pengembalian modal maupun keuntungan yang 

seharusnya diterima oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Langkah-

langkah penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan 

restrukturisasi dan melakukan penjualan terhadap agunan dengan cara eksekusi agunan. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk 

memproteksi BMI Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan agar nasabah debitur 

melunasi kewajiban kepada bank baik dalam pengembalian modal maupun keuntungan. 
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BAB SATU 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peran sektor perbankan untuk membantu dan menyokong modal yang 

dibutuhkan oleh pelaku bisnis selalu menjadi  kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh 

hampir semua pebisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu 

produk yang menjadi andalan bank untuk membantu kelancaran usaha nasabah 

debiturnya adalah dengan menyalurkan pembiayaan yang termasuk dalam fungsi 

bank yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Pembiayaan perbankan syariah merupakan produk yang berfungsi untuk 

pemenuhan dan tambahan modal yang dibutuhkan nasabah untuk membiayai usaha 

atau proyek. Dalam operasional perbankan syariah pembiayaan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara sesuai dengan produk yang disediakan oleh manajemen bank 

syariah. Setiap pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah harus sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam yang telah dirumuskan oleh fuqaha dalam rubu‘al-fiqh
1
 al-

muāmalat ( فقهالمعاملةربع ال) . 

Berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008, Pembiayaan dalam Pasal 1 

butir 25, didefinisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

                                                             
1
Fikih yaitu hasil  interpretasi dan analisis fuqaha terhadap syariat yang merupakan wahyu 

Allah dan sunnah Rasul. Setelah terbentuk interpretasi maka fikih telah menjadi ilmu yang 

kebenarannya relatif dan beragam corak pemikirannya. Jadi fikih telah mengalami proses rasionalisasi 

menurut metode ilmiah. Lihat lebih lanjut dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi V, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 43-44. 
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dengan itu...”
2
Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Pembiayaan yang disalurkan bank dibagi dalam berbagai jenis 

sesuai dengan keinginan nasabah, namun sebelum pembiayaan diberikan, bank 

terlebih dahulu menilai apakah pembiayaan tersebut layak disalurkan atau tidak 

kepada calon nasabah debiturnya. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari 

kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pembiayaan oleh nasabah debiturnya 

plus bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank sebagai konsekwensi return yang 

diperoleh oleh nasabah debiturnya dari pengelolaan bisnis yang didanai oleh bank 

syariah.
3
 

Dalam perspektif perbankan, nasabah debitur dapat menimbulkan potensi 

kerugian bagi kepentingan bank. Kerugian yang mungkin terjadi tersebut baik tidak 

sengaja dilakukan oleh nasabah debiturnya maupun secara sengaja sebagai bentuk 

wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antara bank syariah dengan 

nasabah debitur. Untuk melindungi kepentingan bank, setiap perbankan harus 

protektif terhadap nasabah debiturnya. Proteksi tersebut dilakukan sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi kepentingan bank yang juga berkaitan erat dengan hak 

                                                             
2
Dalam  UU No. 21 Tahun 2008 dibedakan antara investasi dengan pembiayaan. Adapun kata 

investasi didefinisikan dengan “Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau 

UUS berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah di 

atas secara operasionalnya berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan 

pembiayaan sumber dananya dari bank syariah.pembiayaan merupakan yang diberikan oleh bank yaitu 

dengan cara menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) 

kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. 

 
3
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),  hlm. 4. 
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yang harus diberikan kepada pemegang saham bank dan juga nasabah krediturnya 

yang telah menginvestasikan dananya kepada bank syariah. 

Manajemen  Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh juga harus 

menerapkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan 

yang disalurkan untuk nasabah debiturnya dalam bentuk pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah  . Hal tersebut harus diterapkan secara professional oleh Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, agar bank tidak menanggung risiko 

kerugian diakibatkan kelalaian dan  wanprestasi yang dilakukan nasabah debiturnya.  

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu 

menjalankan ketentuan yang diharuskan dalam prinsip pembiayaan oleh Bank 

Indonesia dan OJK dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manajemen Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh harus konsisten dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan 

iktikad baik. Tidak ada alasan apapun juga bagi manajemen Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. 

Dengan demikian segala kegiatan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh manajemen 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam rangka melakukan kegiatan 

usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4
 

                                                             
4
Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, Bagian Marketing Consumer/ Account Manager 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
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Dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sering terjadi 

adalah bahwa pihak bank dirugikan ketika nasabah debitur melakukan wanprestasi, 

sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak bank apabila 

nasabah debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dari itu salah 

satu hal yang dipersyaratkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh 

dalam pemberian pembiayaan yaitu adanya protection atau perlindungan, yaitu 

berupa agunan.
5
 

Berdasarkan ketentuan UU No 21 Tahun 2008, agunan dalam pasal 40 butir 1 

dijelaskan bahwa “Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi 

kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh 

agunan.” Dari undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa agunan yang diberikan 

oleh nasabah debitur  bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh pihak bank, karena 

perjanjian dalam pembiayaan bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang 

mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang akan tetapi barang agunan 

tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam 

peraturan yang berlaku, yaitu agunan tersebut dijual di mana hasilnya digunakan 

untuk melunasi kewajiban nasabah dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan 

dikembalikan kepada nasabah. 

                                                             
5
Dalam UU No. 21 Tahun 2008, agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah 

dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. 
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Penjualan agunan merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk 

memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya yang dikarenakan 

nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank yang sesuai 

dengan perjanjian pembiayaan, serta hasil penjualan jaminan tersebut untuk 

meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya, agar penjualan 

jaminan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya 

perlindungan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 

lembaga jaminan.
6
 

Penyertaan agunan atau jaminan dari calon nasabah debitur yang akan 

melakukan pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah merupakan salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Yang menjadi jaminan utama dalam 

pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah yaitu berupa objek dari pembiayaan itu 

sendiri atau dikenal dengan first way out
7
. Dengan adanya jaminan ini maka pihak 

bank menganggap nasabah debitur memiliki kemampuan secara finansial untuk 

memiliki aset yang akan dibiayai oleh bank, akan tetapi jaminan utama belum tentu 

cukup untuk menanggung kerugian yang diderita oleh bank, karena itu dibutuhan 

                                                             
6
Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, Bagian Marketing Consumer/ Account Manager 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
7
First way out merupakan jaminan utama yang harus dimiliki nasabah debitur pada proyek 

yang dibiayai oleh pihak bank. Dengan adanya First way out ini nasabah debitur dianggap memiliki 

kontribusi pada objek yang dibiayai oleh pihak bank. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Maulana, 

Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam, (Banda Aceh: 

Arraniry Press,2014), hlm. 4 
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agunan atau tambahan yang dikenal dengan second way out
8
. Dalam hal ini second 

way out merupakan bentuk proteksi secara represif yang dilakukan oleh pihak bank 

untuk mengurangi resiko kerugian apabila nasabah debitur mengalami wanprestasi 

dalam pelunasan kewajibannya terhadap bank. 

Agunan yang diberikan kepada bank dapat berupa barang, proyek atau hak 

tagihan yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dan juga dapat 

diberikan dalam bentuk barang yang tidak bergerak seperti tanah. Pada dasarnya bank 

tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 

objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
9
 Ketentuan ini 

diatur dalam penjelasan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998. Meskipun ada perubahan 

yang cukup signifikan tentang mekanisme pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit-

unit Usaha Syariah (UUS) dalam UU No.21 Tahun 2008 terutama Pasal 38 

diharuskan mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, namun tetap jaminan 

kepercayaan tersebut tidak memadai dan calon nasabah debitur tetap diharuskan 

menyertakkan jaminan material,
10

 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.21: 

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan 

dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh 

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS 

menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. 

2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian seksama terhadap 

                                                             
8
Second way out adalah jaminan yang tidak terkait dengan objek pembiayaan yang digunakan 

sebagai pelunasan pembiayaan dikemudian hari apabila first way out tidak memadai. Lihat lebih lanjut 

dalam Muhammad Maulana, Sistem Jamin dalam Pembiayaan pada,… hlm. 4. 
9 Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal tanggal 11 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
10 Muhammad Maulana, Sistem Jamin dalam Pembiayaan pada,… hlm. 9. 
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watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah 

penerima fasilitas. 

 

Dalam ayat (1) pihak bank diharuskan mempunyai penilaian dan keyakinan 

terhadap kemauan dan kemampuan nasabah debiturnya dalam melunasi seluruh 

kewajibannya terhadap bank, sedangkan dalam ayat (2) pada umumnya bank 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek 

usaha debiturnya menjadi tugas marketing manajemen pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh atau yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C yaitu 

character, capacity, capital, condition of economy, dan collecteral.
11

 Mengenai 

penilaian terhadap barang jaminan tersebut dilakukan dengan mengedepankan harga 

pasar pada saat jaminan diberikan serta nilai penyusutannya seiiring dengan jumlah 

waktu pembiayaan tersebut dilunasi.
12

 

Dalam hal ini, pihak bank sebagai pengelola dana nasabah yang 

membutuhkan profit dari investasi juga tidak ingin rugi dari investasi yang telah 

dilkukan. Pihak bank memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin mendapatkan 

profit yang akan dibagikan dengan nasabah debiturnya. Oleh sebab itu pihak bank 

membutuhkan kepastian hukum dan juga kesungguhan nasabah debiturnya untuk 

menghasilkan profit sehingga dalam aplikasinya jaminan menjadi hal yang sangat 

                                                             
11

 Muhammad Maulana, Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada…, hlm.149. 
12

 Ibid., hlm.10. 
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penting sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada calon 

nasabah debitur.
13

 

Mengenai nasabah yang melakukan wanprestasi maka pihak Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh dalam hal ini melakukan penjualan agunan dengan 

cara negosiasi dan eksekusi agunan. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak Bank 

Mumalat Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu dengan cara mendiskusikan terlebih 

dahulu dengan nasabah debiturnya. Sedangkan eksekusi agunan dilakukan dengan 

cara pelelangan atas objek agunan dengan menginformasikan kepada masyarakat 

melalui media cetak atau pemberitahuan yang diinformasikan oleh bank-bank yang 

bersangkutan.
14

 

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa 

pegawai bank dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang melakukan akad 

pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh yaitu 220 nasabah, 13 nasabah diantaranya mengalami pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam melunasi kewajibannya 

terhadap bank. 7 nasabah diantara yang sedang dalam proses restrukturisasi, 2 

nasabah yang melakukan penjualan agunan secara sukarela, dan 4 nasabah yang 

dieksekusi/lelang jaminan .
15

 

                                                             
13

 Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal tanggal 11 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
14

Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 13Agustus 2015 di Banda Aceh. 
15

Ibid. 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan 

hukum perbankan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dalam 

pembiayaan Musyārakah mutanāqiṣ ah  Pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem operasional dan penentuan ujrah dalam pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh ? 

3. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah 

terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang  

Banda Aceh ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem operasional dan penetuan ujrah 

dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam 

pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang  Banda Aceh. 

3. Untuk mengetahui langkah-lngkah penyelesaian pembiayaan bermasalah 

terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh. 

 

1.4 Penjelasan Istilah 

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan tehadap 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah-istilah 

tersebut adalah: 
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Ad.1 .Perlindungan Hukum 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan perbuatan (hal 

dan sebagainya), pertolongan (penjagaan dan sebagainya).
16

Menurut J.C.T. 

Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib, yang menentukan 

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelaggaran terhadap peraturan-

peraturan yang berakibat timbulnya tindakan hukuman.
17

Jadi, perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk 

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis.
18

 

Ad.2 .Musyārakah mutanāqiṣ ah  

Musyārakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan keteantuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, musyārakah mutanāqiṣ ah adalah 

musyārakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak 

berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
19

 

                                                             
16

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga, (Jakarta: Balai pustaka, 2007),  hlm. 707. 
17

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1980), hlm. 6. 
18

Jurnal perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan selaku kreditor terhadap 

musnah atau dialihkannya objek jaminan fidusia, hlm 10, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 melalui 

situs hukum.ub.ac.id > 2013/07 > yohanjadi. 
19

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah 

Mutanaqisah. 
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Ad. 3. Represif 

Represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan 

keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Pengendalian ini dilakukan setelah 

orang melakukan suatu tindakan menyimpang.
20

 

 

1.5 Kajian Pustaka 

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang 

membahas secara mendetail dan spesifik mengenai perlindungan hukum bagi 

kepentingan bank dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah. Namun, ada 

beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah yang 

dapat ditemukan dalam skripsi Oma Purwati yang berjudul “Manajemen Risiko Pada 

Akad Musyārakah mutanāqiṣ ah Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (Studi 

kasus di Bank Muamalat Indonesia Cab. Banda Aceh)”.  Dalam skripsi ini membahas 

masalah penerapan manajemen risiko pembiayaan kredit kepemilikan rumah yang 

menggunakan akad musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh. Manajemen risiko merupakan alternatif tindakan yang diambil 

oleh Bank Muamalat Indonesia dalam meminimalisasi risiko pada pembiayaan KPR 

dengan menerapkan konsep 5 C yaitu character, capacity, collecteral, capital, dan 

                                                             
20

 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 143. 
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condition, sehingga pembiayaan KPR tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan 

yang di harapkan bank dan nasabah.
21

 

Skripsi Melli Meilany yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dengan adanya undang-undang 

perlindungan konsumen yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi semua 

pihak. Perlindungan konsumen selaku nasabah bank dimaksudkan agar nasabah 

mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum 

mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa dibidang perbankan secara 

sederhana, murah, dan cepat.
22

 

Skripsi Afdilla Maysara yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko 

Pada Produk Musyārakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, dalam skripsi 

ini dijelaskan bahwa manjemen risiko dilakukan sebagai suatu pendekatan terstruktur 

dengan menggunakan metodologi tertentu dalam mengelola ketidakpastian yang 

berkaitan dengan ancaman terhadap usaha atau investasi. Manajemen risiko pada 

Bank berfungsi untuk mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha 

                                                             
21

Oma Purwati, Manajemen Risiko Pada akad Musyarakah Mutanaqishah Pembiayaan Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus di Ban Muamalat Indonesia Cabang Banda aceh), 

Muamalaah Wal-Iqtishad, skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda 

Aceh, 2009,  hlm. 5. 
22

Melli Meilany, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ilmu Hukum/ Hukum Perdata Dagang, 

skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008,  hlm. 64.  
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bank/lembaga keuangan dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana, salah 

satunya dalam produk musyārakah.
23

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Setiap melakukan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas, 

keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk 

mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan 

penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk 

mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif, 

yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari wawancara.
24

 

 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah  bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau 

menggambarkan secara nyata fakta atau apa-apa yang berlaku saat ini.
25

 Dengan kata 

lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

fenomena yang terjadi saat ini dan berkenaan dengan perlindungan hukum bagi 

                                                             
23

Afdhilla Maysara, Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Musyarakah Di Bank 

Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Hukum Ekonomi Syariah, skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. 2. 
24

Julian Brannen, Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: 2005),  hlm. 

113. 
25

 Muhammad Nazir,  Metode Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),  hlm. 54. 
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perbankan dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh. 

 

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data penulis yang dilakukan, penulis 

memperoleh data dari dua sumber yaitu : 

                1.6.2.1. Library research ( penelitian perpustakaan ) 

Penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan, 

membaca, menulis dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Adapun  buku-buku yang dipelajari oleh penulis adalah buku-buku tentang 

konsep perbankan syariah, undang-undang perbankan syariah serta buku fiqih 

muamalah yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

     1.6.2.2.Field research ( penelitian lapangan ) 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek 

yang sebenarnya
26

 dengan cara meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi 

perbankan dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh. 

 

 

 

                                                             
26

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  hlm. 183. 
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1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada 

responden yang di anggap dapat memberikan keterangan-keterangan tentang 

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah guiden interview, yaitu proses tanya 

jawab lisan yang di arahkan pada suatu masalah dimana sebelum wawancara penulis 

telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang 

dimaksud. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan Beta Handa 

Hermawan selaku Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, Muhammad Al-Amin selaku Marketing Consumer/ Account Manager 

bagian pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, dan yang 

terakhir wawancara dengan Muazzin selaku Branch Collection bagian pelelangan 

Bank Muamalat Indoneisa Cabang Banda Aceh. 

 

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data 

dengan teknik wawancara penulis menggunakan kertas dan alat tulis untuk mencatat 

hasil wawancara dengan pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, 

alat perekam untuk merekam hasil wawancara/pembicaraan dengan pegawai Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, serta keterangan-keterangan yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum bagi perbankan dalam pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi pembahasan karya tulis ini, 

maka sistematikanya dibagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang 

secara umum dapat digambarkan secara berikut: 

Bab satu merupakan pedahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep perlindungan 

hukum dan musyārakah mutanāqiṣ ah dalam fiqh muamalah yang mencakup definisi 

perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindngan hukum, pengertian musyārakah 

mutanāqiṣ ah, landasan hukumnya, rukun dan syarat musyārakah mutanāqiṣ ah, 

serta bentuk-bentuk dan manfaat pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah. 

Pada bab tiga membahas hasil penelitian dari sistem proteksi bagi 

kepentingan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam musyārakah 

mutanāqiṣ ah dari wanprestasi debitur yang mencakup implementasi dan sistem 

operasional musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, perlindungan hukum terhadap bank dalam pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap 

nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah 

pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. 



18 
 

 
 

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian 

yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta 

saran-saran yang relevan dengan permasalahan. 
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BAB DUA 

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN MUSYĀRAKAH MUTANÂQIṢ AH 

DALAM FIQH MUAMALAH 

 

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Perbankan di Indonesia 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Negara Kesatuan Repubik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin 

tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia, menjamin semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualiannya. 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting dalam kehidupan, 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan 

ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun 

juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk 

mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.
1
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal 

dari kata “lindung”, artinya menempatkan dirinya di bawah (di balik dan di belakang) 

                                                             
1
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 

2008),  hlm. 1. 
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sesuatu, sedangkan perlindungan artinya tempat berlindung atau hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi.
2
 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan merupakan suatu 

yang harus diberikan bagi setiap masyarakat tanpa membedakan kedudukannya guna 

untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengganggu 

kehidupannya agar masyarakat tersebut merasan aman, nyaman dan tentram. 

Dalam mendefinisikan hukum beberapa sarjana hukum di Indonesia seperti 

Utrecht, mengatakan bahwa hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh 

karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut S.M Amin, hukum adalah 

kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 

Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku dalam kehidupan manusia dalam 

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan 

hukum tertentu.
3
 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah karya manusia berupa 

norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk  tingkah laku. Hukum merupakan 

pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat 

dibina dan kemana harus di arahkan. Sudikno Martokusomo, hukum merupakan 

                                                             
2
Anonimus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ed. Ketiga, Departemen Pendidikan 

Nasional, (Balai putaka, 2005),  hlm. 674. 
3
Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 4. 
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ketantuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. 

Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan 

tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku.
4
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa hukum merupakan 

serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan 

bermasyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum bersifat 

mengatur dan memaksa dan dibuat untuk kepentingan manusia, maka siapa saja yang 

melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 

Adapun perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan 

hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi sedangkan hukum adalah 

aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau 

melindungi kepentingn dan hak subyek hukum tersebut.
5
 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

                                                             
4
Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Cet. Ke 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

21-22. 
5
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 

20. Dikutip dari Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek, 

Muhammad Moerdiono Muhtar, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013,  hlm. 6. 
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(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat  represif  (pemaksaan), baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
6
 

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melakukan perlindungan hukum 

yang memberikan rasa aman dan pasti, atau rasa terlindungi oleh peraturan 

perundang-undangan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan 

bersifat merendahkan harkat dan martabat.
7
 Philipus M. Hadjon mengemukakan 

bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Perlindungan hukum preventif 

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

untuk terjadinya sengketa. 

b. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan  Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.
8
 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum berkaitan erat 

dengan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai subyek hukum. Perlindungan 

hukum merupakan suatu upaya yang dijalankan oleh aparat hukum guna untuk 

                                                             
6
Ahmad Mustain, “Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan 

Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di PT.BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Cepu” 

(Skripsi Tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013. 
7
Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak 

(outsourcing) di Kota Ambon”, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3, Bulan Juli-September 2011, hlm. 63. 
8
Ibid., hlm. 67. 
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melindungi kepentingan seseorang ataupun masyarakat dari ancaman berbagai pihak 

serta untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani 

kehidupannya serta dapat menikmati hak-haknya. 

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu, perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu 

berupa perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran adapun perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir 

yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan 

kepada pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-

prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila 

adalah : 

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan 

pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya 

terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar 

negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan 

harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia 
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berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan 

yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

2. Prinsip negara hukum 

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat 

terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila 

sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara 

pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen 

pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada 

usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.
9
 

 

2.2 Konsep Musyārakah Mutanāqiṣ ah dalam Perspektif Fiqh 

2.2.1.Pengertian Musyārakah Mutanāqiṣ ah 

Musyārakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim 

pembiayaan syariah. Istilah ini lebih terbatas dari istilah syirkah yang lebih umum 

digunakan dalam fiqh Islam.
10

 Musyārakah atau disebut juga dengan syirkah secara 

etimologis berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan 

harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.
11

 

Secara terminologis, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, 

menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasarruf) harta 

                                                             
9
Marta Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Hak Tanggungan” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2010. 
10

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 

2011),  hlm. 49. 
11

 Rahmat Syafei,  Fiqh Muamalah,  (Bandung: Pustaka Setia,  2000), hlm. 183. 
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yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling 

mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, 

namun masing-masing memiliki hak untuk bertaṣ arūf. 

Menurut Hanabilah, syirkah adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta 

(taṣ arūf). Menurut Syafi’iyah musyārakah merupakan suatu ketetapan hak pada 

sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). 

Sedangkan menurut Hanafiyah musyārakah merupakan ungkapan tentang adanya 

transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
12

 

Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa syirkah menurut 

mazhab Maliki adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang 

bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali adalah hak 

bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. 

Menurut mazhab Hanafi adalah akad yang dilakuan oleh orang-orang yang bekerja 

sama dalam modal dan keuntungan.
13

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyārakah) adalah 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 
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Ibid.,  hlm. 183-185. 
13

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 

2006),  hlm. 1711. 
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nisbah.
14

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, syirkah adalah sekutu; perhimpunan; 

perkumpulan; rombongan.
15

 

Dalam Kamus Istilah Fiqh, syirkah menurut bahasa adalah perseroan atau 

persekutuan sedangkan menurut istila syara‟ syirkah adalah kerja sama antara dua 

orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha 

perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat 

dan ketetntuan yaang telah disepakati bersama.
16

Musyārakah juga dapat dikatakan 

sebagai akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal 

untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan 

risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
17

 

Menurut Wirdyaningsih, musyārakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan 

modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha 

bersih dibagi anatara bank sebagai penyandang dana dengan pengelola usaha sesuai 

dengan kesepakatan. Pada umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan 

persentase kontribusi masing-masing dan pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana 

pembiayaan dikembalikan kepada bank.
18
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 Pasal 20 ayat (3) . 

15
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka, 1999),  hlm. 878. 
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M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),  hlm. 344. 
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 Sofniyah Ghufron dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), 

hlm. 43. 
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 Wirdyaningsih, SH., MH, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 

Prenada Media, 2005), hlm. 119.  
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Musyārakah atau syirkah dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

partnership dimana dua orang atau lebih meyatukan masing-masing modal mereka 

atau skill meraka untuk membagi profit, mendapatkan hak dan liabilitas yang sama.
19

 

Dari beberapa pendapat dan teori di atas dapat diketahui bahwa musyārakah 

merupakan suatu perkongsian, perhimpunan, dan kerja sama antara dua orang atau 

lebih dimana masing-masing pihak memberikan dananya dan kemudian 

menggabungkanya sebagai modal usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah porsi modal dari 

para pihak. 

Kata mutanāqiṣ ah merupakan wazan dari kata  tanāqaṣ a - yatanāqiṣ u - 

tanāqiṣ  - tanāqiṣ an - mutanāqiṣ un yang berarti pengurangan secara 

bertahap.
20

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 

Implementasi Musyārakah mutanāqiṣ ah dalam ketentuan Produk Pembiayaan 

definisi musyārakah mutanāqiṣ ah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip 

musyārakah, yaitu syirkah „inan yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (bank 

syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (naqlual-

hishshah bi al-iwadh mutanâqiṣ ah) kepada syarik yang lain (nasabah). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyārakah mutanāqiṣ ah, pada bagian 

pertama ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyārakah 
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mutanāqiṣ ah adalah musyārakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau 

modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh 

pihak lainnya.
21

 

Pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah juga dapat dikatakan sebagai kerja 

sama antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu 

barang kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk 

mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah 

disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur 

sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin 

berkurang.
22

 

Akad musyārakah mutanāqiṣ ah merupakan bentuk pengumpulan dua akad, 

yaitu akad musyārakah dan ijārah. Akad ini merupakan bentuk akad yang bersifat 

akad-akad baru („uqūd mustajiddah) yang telah diakui dan mendapat legalitas dari 

pada ulama fiqh kontemporer untuk memenuhi kebutuhan mua‟malah pada saat ini. 

Dalam ketentuan hukum syara’ mengizinkan praktek tersebut dengan pertimbangan 

bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut dan memiliki hak untuk 

bertransaksi jual beli atau menyewakan aset musyārakah, karena pensyarikatan 

memiliki maksud wakalah. Oleh sebab itu, setiap mitra bisa menjadi wakil untuk 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Musyârakah mutanâqiṣ ah, Nomor.73/DSN-

MUI/XI/2008, bagian ketiga angka 1. 
22

Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
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melakukan jual beli atau melakukan penyewaan termasuk jual beli atau menyewakan 

bagian masing-masing. 

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa musyārakah mutanāqiṣ ah 

merupakan kerjasama perkongsian antara dua belah pihak atau lebih, di mana kedua 

belah pihak berkongsi dalam membeli suatu barang dan salah satu pihak kemudian 

membeli bagian pihak yang lain secara bertahap. Musyārakah mutanāqiṣ ah 

merupakan akad hybrid yaitu gabungan dari akad musyārakah (perkongsian) dan 

ijārah (sewa). Perkongsian dilakukan dalam hal penyertaan modal dan kepemilikan 

akan barang, sementara sewa adalah kemudahan yang diberikan salah satu pihak 

kepada pihak lain.  

Dalam lembaga keuangan akad ini diterapkan dalam produk perumahan dan 

toko di mana bank dan nasabah berkongsi membeli suatu barang yang barang tersebut 

semula merupakan kepemilikan bank, namun kemudian kepimilikan bank terhadap 

barang tersebut akan berkurang dan kepemilikan nasabah akan bertambah dengan 

cara nasabah membayar secara bertahap terhadap barang tersebut. 

 

2.2.2 Landasan Hukum Musyārakah mutanāqiṣ ah  

Pada dasarnya tidak ada landasan hukum yang secara spesifik membahas 

tentang akad musyārakah mutanāqiṣ ah, dikarenakan produk musyārakah 

mutanāqiṣ ah merupakan salah satu produk modifikasi dari pada produk musyārakah 

dan ijārah, kemudian produk tersebut dipadukan menjadi produk musyārakah 

mutanāqiṣ ah. Dalam literatur fiqh klasik, tidak diuraikan secara detail tentang 
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penerapan dan mekanisme akad musyārakah mutanāqiṣ ah, akan tetapi produk ini 

lahir dari pemikiran-pemikiran cendikiawan muslim (pakar ekonomi Islam) untuk 

menciptakan sebuah akad baru dalam perbankan Islam yang bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat Islam dalam bermuamalah. 

Adapun yang menjadi landasan hukum pada hukum pada produk pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah dapat disandarkan kepada akad musyārakah (kemitraan) 

dan akad ijārah (sewa). Karena di dalam akad musyārakah mutanāqiṣ ah terdapat 

unsur syirkah dan ijārah. 

a. Landasan hukum tentang akad musyārakah terdapat dalam surat Shaad ayat 

24:  

                              

                       ُوُد      

                  
 

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. 

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim 

kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga 

bahwa Kami mengujinya, maka ia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu 

menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shaad:24). 

 

Dalam surat Shaad ayat 24 tidak menyebutkan secara langsung tentang 

musyārakah, namun kata     yang bermakna syirkah yaitu bercampur dua benda 
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atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. 

Dalam surat Shaad dapat diketahui bahwa pengelolaan modal dalam menjalankan 

berbagai aktifitas ekonomi harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. 

 Adapun hadist yang menjadi landasan hukum dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣ ah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah : 

قال الله :قال رسٌل الله صلُ الله علَى ًسله:عن أبُ هرٍرّ رضُ الله عنى قال
حد هنا صاحبى فاذا خان خر جت من أكين مالم يخن ِرشتعالُ ان ثالث ال

23(رًاي ابٌ داًد ًصححى الحا كه).بَنونا  
 

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Allah 

Ta‟ala berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, 

selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku 

akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang 

mengkhianatinya.”(HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim). 

 

Makna hadist, “sesungguhnya Allah bersama keduanya,” yakni dalam hal 

pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta kepada keduanya, serta 

menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya, sehingga ketika terjadi 

pengkhianatan maka berkah harta keduanya tercabut.
24

 

Maksud hadist di atas adalah bahwa Allah SWT akan memberikan berkah 

terhadap perkongsian harta dari kedua belah pihak selama mereka tidak saling 

                                                             
23

Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-As-qalani, Bulughul Al Maram Min Adilat Al Ahkam, (Surabaya: 

Darul Fikri, 1989), hlm. 145. 
24

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 

2, Cet 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 473. 
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mengkhianati. Namun apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan 

mencabut berkah dari harta keduanya. 

b. Landasan hukum tentang akad ijārah terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah 233: 

                              

                 

 

Artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan”.  (QS. al-Baqarah: 233). 

Surat al-Baqarah merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan 

ijārah karena dianggap sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong 

menolong serta mempunyai landasan hukum yang kuat.
25

 Dalam surat al-Baqarah 

tersebut dijelaskan apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada 

orang lain juga termasuk kedalam bentuk ijārah, setelah ibu dan ayah dari si anak 

bersepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu 

kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun dalam hal lainnya, maka hal tersebut 

dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan 

perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya pantas menurut 

                                                             
25

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 
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kebiasaan yang berlaku. Kasus penyusuan ini menjadi salah satu dasar atas 

diperbolehkannya memberikan pembayaran atau pekerjaan, manfaat atau jasa yang 

diberikan orang lain.
26

 

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa nabi bersabda: 

قال اعطٌا الآجير أجري قبل أن يجف :عن ابن عنر أن النبي صلُ الله علَى ًسله 
27(رًاي ابن ماجى من ابن عنر).عرقى

 

 

Artinya : “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (Hadist riwayat 

Ibnu Majah dari ibnu Umar). 

Maksud hadis di atas adalah apabila telah mempekerjakan seseorang dan 

tugasnya telah selesai maka wajib untuk segera membayar upah si pekerja dengan 

tepat waktu karena apabila seseorang mampu membayar namun menunda 

pembayaran tersebut maka itu termasuk perbuatan yang dzalim. 

Akad musyārakah mutanāqiṣ ah ini juga didasarkan kepada kaidah fiqh yang 

menyatakan : 

28. ٍدل دلَل علُ تحر يمواملْ الإباحْ إلا انألأصل في المعا   

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang yang mengharamkannya.” 
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Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 136. 
27

Ibnu Majah, Musnad Ibnu Majah, Juz II, (Beirut: Maktabah wamathba’ah. 1990). Hlm. 817. 
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 Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaruan Hukum Islam, Cet 1, (Banda 

Aceh: PeNA, 2005), hlm. 98. 
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Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan 

dengan muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang menentang atau 

mengharamkannya. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi 

perkembangan muamalat yang baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup sekarang, 

termasuk didalamnya kegiatan transaksi dan berbagai macam produk yang dijalankan 

dalam perbankan syariah. Begitu juga dengan musyārakah mutanāqiṣ ah, meskipun 

tidak ada satu dalil secara khusus yang mebahas masalah musyārakah mutanāqiṣ ah 

namun selama tidak ada nash ataupun dalil yang mengharamkannya, maka produk 

tersebut masih dibolehkan untuk dilaksanakan. 

Selain itu, unsur musyārakah dan ijārah keduanya sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian di beri pengertian sebagai suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih, di mana pihak satu berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang yang 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
29

 Dalam hal ini pihak bank dan nasabah 

saling berjanji sehingga timbullah perikatan. 

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili musyārakah dibenarkan dalam syariah, 

karena seperti ijārah mumtahiya bih al-tamlik, akad ini bersandar kepada janji dari 

pihak bank kepada nasabahnya, bahwa pihak bank akan menjual porsi 

kepemilikannya dalam syirkah (kerja sama) apabila nasabah telah membayar harga 

porsi kepemilikan bank tersebut. Selain itu saat berlangsungnya akad musyārakah 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet 33, diterjemahkan oleh 

Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2003),  pasal 1313. 
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mutanāqiṣ ah dipandang sebagai syirkah „inan karena kedua belah pihak 

menyerahkan kontribusi hartanya dan pihak bank mendelegasikan nasabahnya untuk 

mengelola kegiatan usaha sehingga setelah kerjasama tersebut selesai maka bank 

akan menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada nasabah selaku mitranya dengan 

ketentuan akad penjualan tersebut dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan 

akad syirkah.
30

 

Menurut Rafiq Yunus al-Mishri menjelaskan bahwa musyārakah 

mutanāqiṣ ah merupakan akad yang diikhtilafkan hukumnya. Al-Mishri berpendapat 

bahwa akad akad musyārakah mutanāqiṣ ah termasuk akad yang dibolehkan (ja‟iz). 

Akad musyārakah mutanāqiṣ ah secara formal merupakan salah satu bentuk syirkah, 

sedangkan hakikatnya termasuk akad al-tamwil (bisnis), yaitu usaha tertentu dengan 

tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan.
31

 

 

2.2.2  Rukun dan Syarat Musyārakah mutanāqiṣ ah  

Sebagaimana diketahui bahwa produk musyārakah mutanāqiṣ ah merupakan 

salah satu produk gabungan antara musyārakah dan ijārah yang berakhir dengan cara 

pembelian atau pemindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah yang membuat 

akad dan ketentuan tersebut. Jadi tidak ada syarat dan rukun khusus terhadap akad 

musyārakah mutanāqiṣ ah. 

                                                             
30

Wahbah az-Zuhaili, Al-Muālamah Al-Maliyah Al-Muasyirah, (Dr Al Fikr, Beirut, 1998), 

hlm 436-437. Dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 

musyârakah mutanâqiṣ ah. 
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Di dalam musyārakah mutanāqiṣ ah terdapat unsur perkongsian (syirkah) dan 

unsur sewa (ijārah) maka dalam hal ini terdapat kerjasama yang dilakukan dalam hal 

perkongsian modal dan kerja sama kepemilikan, sementara sewa yang dilakukan 

disini merupakan kompensasi yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak 

yang lain. Jadi ketentuan pokok yang terdapat dalam musyārakah mutanāqiṣ ah 

merupakan gabungan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.
32

 

Berkaitan dengan syirkah, ketentuan yang harus dipenuhi dari akad syirkah 

yaitu keberadaan pihak dan modal sebagai objek akad syirkah, serta ucapan 

perjanjian antara keduanya (sighat) merupakan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat 

syirkah yang utama adalah kedua pihak harus sepakat dan rela untuk saling 

bekerjasama tanpa ada keterpaksaan. Selain itu kedua belah pihak harus mempercayai 

satu sama lain terkait dengan kesepakatan tersebut. Percampuran modal merupakan 

percampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad. 

Pada dasarnya hampir setiap buku fiqh muamalah membahas tentang syarat 

dan ketentuan akad musyārakah dan ijārah, meskipun dalam versi yang berbeda 

namun pada intinya sama. Secara keseluruhan ketentuan yang harus terpenuhi dalam 

rukun syirkah adalah keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal, objek 

akad syirkah, dan sighat (ucapan perjanjian atau kesepakatan).
33
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Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana, 2012),  hlm. 220. 
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Sementara dalam ketentuan pokok yang berkaitan dengan unsur sewa (ijārah) 

adalah penyewa (musta‟jir), yang menyewakan (mu‟jir),sighat (ucapan kesepakatan), 

ujrah (fee), dan barang yang disewakan yang menjadi objek akad sewa. Dalam ijārah 

besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, begitupula dengan 

musyārakah mutanaqiṣ ah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa.
34

 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 

Musyārakah mutanāqiṣ ah menyebutkan bahwa akad ini merupakan akad gabungan, 

ketentuan umum disebutkan bahwa :
35

 

a. Akad musyārakah mutanāqiṣ ah terdiri dari akad musyārakah/syirkah dan 

bai’ (jual beli) 

b. Dalam musyārakah mutanāqiṣ ah berlaku hukum sebagaimana yang telah 

diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

musyārakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, 

diantaranya: 

1. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad 

2. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat 

akad 

3. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. 

c. Dalam akad musyārakah mutanāqiṣ ah, pihak pertama (syarik) dan wajib 

berjanji untuk menjual seluruh hishahnya secara bertahap  dan pihak 

kedua (syarik) wajib membelinya. 

d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai 

kesepakatan. 

e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishah LKS beralih kepad 

syarik lainnya (nasabah). 

Dalam ketentuan Fatwa DSN juga disebutkan bahwa musyārakah 

mutanaqiṣ ah merupakan produk baru dari hasil modifikasi beberapa produk, maka 

dalam hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk ketentuan khusus dalam 
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Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana, 2012),  hlm 221. 
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penerapan produk musyārakah mutanāqiṣ ah. Adapun ketentuan khususnya adalah 

:
36

 

a. Aset musyārakah mutanaqiṣ ah dapat diijārahkan kepada syarik atau 

pihak lain. Apabila aset musyārakah menjadi objek ijārah, maka syarik 

(nasabah) dapat menyewa asset tersebut dengan nilai ujrah yang 

disepakati. 

b. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus 

bedasarkan porsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti 

perubahan proporsi kepemilikan sesuai dengan kesepakatan para syarik. 

c. Kadar/ ukuran bagian/porsi kepemilikan asset musyrakah syarik (LKS) 

yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan 

disepakati dalam akad. 

d. Biaya peroleh asset musyārakah menjadi beban bersama sedangkan biaya 

peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. 

 

Dengan adanya ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

ditetapkan pada tanggal 15 Zulqa’idah 1429 H atau 14 November 2008 M maka 

pelaksanaan dan penerapan akad musyārakah mutanqiṣ ah dalam sistem perbankan 

syariah di Indonesia merujuk kepada fatwa tersebut. 

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad musyārakah 

mutanāqiṣ ah merujuk kepada akad musyārakah dan ijārah karena dalam hal 

ketentuan syarat dan rukun akad musyārakah mutanāqiṣ ah tidak terdapat secara 

khusus dalam pengaturannya dikerenakan akad musyārakah mutanāqiṣ ah 

merupakan akan baru yang di modifikasi dalam bentuk akad musyārakah, ijārah dan 

berakhir dengan ba‟i (jual beli). 
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2.2.3. Bentuk-Bentuk dan Manfaat Musyārakah mutanāqiṣ ah  

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman implementasi musyārakah 

mutanāqiṣ ah mengenai ketentuan Produk Pembiayaan disebutkan bahwa:
37

 

Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun 

perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha 

dan/atau asset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. 

Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai 

dengan syariah.Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas 

pada: 

a. Property (baru/bekas) 

b. Kendaraan bermotor (baru/bekas) 

c. Barang lainnya yang sesuai dengan syariah (baru/bekas). 

Pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah merupakan kerjasama/perkongsian 

antara dua pihak terhadap suatu barang yang mana akad ini diterapkan pada 

pembiayaan proyek yang dibiayai oleh bank dan nasabah debitur sedangkan pada 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah hanya diaplikasikan pada produk pembiayaan perumahan dan ruko. 

Pembiayaan perumahan dan ruko pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh dinamakan dengan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) dimana 

proporsi modal 70% berasal dari pihak bank dan 30% dari nasabah debitur, agar 

nasabah debitur dapat memiliki aset tersebut maka nasabah harus membayar kepada 

bank sebesar porsi yang dimiliki oleh bank. Pembayaran tersebut dapat dilakukan 

dengan cara mengangsur, dan dengan itu penurunan porsi kepemilikan bank akan 

berkurang sesuai dengan proposional besarnya angsuran. Barang yang telah di beli 
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akan menjadi milik nasabah debitur setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh 0%.
38

 

Sebagai contoh kasus perhitungan, misalkan harga rumah Rp. 

100.000.000,00-. Dalam hal ini bank berkontribusi sebesar Rp. 70.000.000,00-. dan 

nasabah debitur berkontribusi sebesar Rp. 30.000.000,00-. karena antara pihak bank 

dan nasabah debitur telah berkongsi maka bank memiliki 70% saham atas 

kepemilikan rumah tersebut sedangkan nasabah memiliki 30%. Dalam syari’ah Islam, 

barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapapun, termasuk kepada anggota 

perkongsian itu sendiri.
39

 

Misalkan nasabah debitur membayar biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00-. 

perbulan, pada realisasinya Rp. 700.000,00-. akan menjadi milik bank dan Rp. 

300.000,00-. merupakan bagian nasabah. Akan tetapi yang pada hakikatnya karena 

nasabah ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp. 300.000,00-. itu dijadikan 

sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap 

bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya nasabah 

akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi akan memiliki saham atas rumah 

tersebut.
40

 

Manfaat dari pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah yaitu: 

a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 

                                                             
38

Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 
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b. Bank memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan 

usaha yang di kelola.
41

 

c. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

d. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan nasabah dalam 

membayar angsuran, sehingga bank tidak mengalami negative spread. 

e. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar 

halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan 

benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

f. Prinsip bagi hasil dalam musyārakah mutanāqiṣ ah ini berbeda dengan 

prinsip bunga, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) 

dengan jumlah bunga tetap terlepas dari keuntungan yang dihasilkan oleh 

nasabah maupun kerugiannya.
42

 

Dari beberapa keunggulan di atas dapat diketahui bahwa kepimilikan bersama 

suatu barang menjadikan pihak bank maupun nasabah sama-sama melakukan 

penjagaan terhadap barang tersebut. Mengenai harga sewa, kedua pihak dapat 

menyepakati perubahan harga sewa seiring dengan harga pasar yang berlaku dan 

kedua pihak juga mendapatkan bagi hasil dari margin sewa yang telah ditentukan 

pada barang tersebut. 
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BAB TIGA 

SISTEM PROTEKSI BAGI KEPENTINGAN BANK BMI CABANG BANDA 

ACEH  DALAM PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢ AH DARI 

WANPRESTASI NASABAH DEBITUR 

 

3.1 Implementasi Musyārakah mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh 

 

3.1.1. Prinsip Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣ ah 

Pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah adalah salah satu akad yang 

digunakan oleh  Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, secara konseptual 

merupakan gabungan dari akad musyārakah dan ijārah. Manajemen  Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam mengimplementasikan akad 

musyārakah mutanāqiṣ ah menggunakan sistem perkongsian dengan nasabah 

debitur untuk  pengadaan atau pembelian suatu aset (barang) yang dibutuhkan oleh 

nasabah debiturnya. Meskipun secara teoritis akad musyārakah mutanāqiṣ ah 

dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan modal ventura, namun 

manajemen  Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh hanya 

mengaplikasikan akad musyārakah mutanāqiṣ ah untuk skim pembiayaan 

perumahan yaitu Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) karena lebih mudah 

dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, risiko dan sistem proteksinya 

sehingga dalam penyaluran pembiayaan ini pihak bank tidak dirugikan oleh 

nasabah debiturnya.
1
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Manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam 

merespon permohonan pembiayaan pihak calon nasabah debiturnya terlebih 

dahulu menilai fasibilitas calon debiturnya untuk menerima pembiayaan ini, 

terutama dari sisi kelayakan nasabah debitur dalam menyanggupi ketentuan 

pemenuhan modal yang harus diinvestasi oleh calon nasabah debitur sebesar 20% 

dari keseluruhan total dana yang dibutuhkan debitur untuk membeli rumah yang 

diinginkannya.
2
 

Pemenuhan ketentuan 20% modal yang harus dimiliki nasabah sebagai 

bentuk realisasi kemampuan nasabah debitur untuk memenuhi first way out
3
 -nya 

dalam membeli aset yang dibutuhkan tersebut. Dengan adanya kemampuan 

menyuplai 20% dana tersebut, pihak manajemen Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh menganggap nasabah debitur memiliki kemampuan secara 

finansial untuk memiliki rumah yang akan dibiayai oleh bank.  

Dalam penilaian feasibilitas ini, ketentuan fix yang harus dipenuhi oleh 

nasabah debitur adalah mengenai jumlah modal yang harus diberikan sebesar  20% 

dari seluruh biaya yang digunakan dalam pengadaan rumah yang dibutuhkan, dan 

sisanya 80% akan ditanggung oleh bank. Modal 20% dari nasabah di anggap 

                                                             
2
Ibid. 
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First way out merupakan jaminan utama yang harus dimiliki nasabah debitur pada proyek 

yang dibiayai oleh pihak bank. Dengan adanya First way out ini nasabah debitur dianggap memiliki 
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Arraniry Press,2014), hlm. 4. 
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sebagai uang muka, dan inilah yang menjadi dasar kerjasama (musyārakah) antara 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dengan nasabah debitur.
4
 

Selain menggunakan akad musyārakah Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh juga menggunakan akad ijārah dalam pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah ini. Akad ijārah diaplikasikan dalam pembayaran sewa terhadap 

objek yang ingin dimiliki oleh nasabah debitur, dikarenakan pengadaan atau 

pembelian aset atau rumah (barang) tersebut merupakan milik bersama antara 

pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dan pihak nasabah debitur. 

Aset bersama tersebut kemudian disewakan agar mendatangkan hasil yang akan 

dibagikan bersama sesuai  besaran modal dari kepemilikan aset tersebut, atau  

ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank dengan 

debiturnya dalam pembiayaan kerjasama tersebut. 

Dalam akad musyārakah mutanāqiṣ ah pihak nasabah debitur selain 

bertindak sebagai pemilik juga sebagai penyewa rumah yang selanjutnya angsuran 

sewa dan porsi modal bank atas rumah tersebut menyusut agar nasabah dapat 

memiliki keseluruhan aset (rumah) tersebut dengan cara nasabah harus membayar 

biaya modal rumah kepada bank selama jangka waktu pembiayaan yang telah 

disepakati sebelumnya.
5
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3.1.2 Sistem Operasional Pembiayaan Musyārakah mutanāqiṣ ah Bank   

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh 

 

Secara operasionalnya untuk mendapatkan pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, maka pihak 

nasabah terlebih dahulu akan diarahkan kepada bagian marketing landing untuk 

pembuatan pengajuan permohonan proposal pembiayaan yang didalamnya 

terdapat data-data nasabah. Selanjutnya pihak bank akan menganalisis kelayakan 

nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.
6
 

Apabila permohonan nasabah layak dan disetujui oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, selanjutnya pihak bank akan 

menerbitkan surat persetujuan pembiayaan yang didalamnya terdapat beberapa 

ketentuan seperti spesifikasi barang yang disepakati, harga barang, jumlah dana 

bank dan nasabah yang disertakan, jangka waktu angsuran pelunasan biaya dan 

besarnya biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah. Setelah nasabah 

menyetujui persyaratan tersebut maka barulah dibuat kontrak pembiayaan.
7
 

Untuk dapat memperoleh kepemilikan sepenuhnya terhadap barang 

tersebut maka nasabah harus membayar sejumlah modal atau dana yang dimiliki 

oleh pihak bank dengan cara mengangsur. Sehingga seiring dengan nasabah 

debitur mengangsur kepada bank maka porsi kepemilikan aset (rumah) terhadap 

nasabah akan bertambah dan menyebabkan porsi kepemilikan aset (rumah) pihak 

                                                             
6
Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, Bagian Marketing Consumer/ Account Manager 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
7
Ibid, tanggal 8 September 2015. 
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bank akan berkurang dan dengan berakhirnya angsuran dari nasabah maka 

kepemilikan aset (rumah) tersebut akan menjadi milik nasabah sepenuhnya dan 

manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh akan segera 

memindahan kepemilikan tersebut dengan syarat nasabah membawa surat bukti 

pelunasan pembayaran yang diserahkan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh. 

Selain jumlah angsuran yang harus dilakukan oleh nasabah untuk 

mengambil alih kepemilikan dengan cara membayar sejumlah sewa kepada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh  hingga berakhirnya batas kepemilikan 

bank atas aset tersebut. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan 

porsi kepemilikan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, sedangkan 

sewa adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank atas kepemilikannya terhadap aset 

tersebut.
8
 

Berkenaan dengan sistem operasional yang dijalankan oleh Bank 

Muamalat Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang mempunyai 

sistem operasional yang sama. Mekanisme dan ketentuan operasionalnya 

ditentukan oleh Bank Muamalat Pusat, sedangkan Bank Muamalat Indonesia 

daerah atau cabang hanya menjalankan operasionalnya sebagaimana operasional 

yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia Pusat.
9
 

                                                             
8
Ibid. 

9
Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 februari 2016 di Banda Aceh. 
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Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam menjalankan 

usahanya khusus untuk pembiayaan mempunyai tiga prinsip operasional yang 

terdiri dari sistem bagi hasil, sistem jual beli (margin keuntungan) dan sistem fee 

atau jasa. Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dan dengan pengelola dana, baik antara 

pihak bank dengan penerima dana. Dalam menjalankan sistem bagi hasil ini pihak 

Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh juga memiliki alternatif dalam  

pengimplementasiannya yaitu profit and loss sharing
10

 dan revenue sharing.
11

 

Bentuk produk dalam sistem bagi hasil ini yang baru dijalankan oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia masih pada akad mudharabah dan musyārakah serta 

musyārakah mutanâqiṣ ah.
12

 

Keuntungan yang dibagikan antara mitra harus secara proposional dan 

transparan sesuai modal yang investasikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh yang 

menetapkan bahwa pembagian keuntungan harus sesuai dengan akad yang dibuat 

oleh mitra meskipun keahlian dan modal yang diinvestasikan oleh para pihak 

                                                             
10

Profit and  loss sharing merupakan sistem bagi hasil yang menggunakan pola pembagian 

laba bersih, setelah semua biaya operasional dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pendapatan 

debitur telah dikeluarkan. Selain pembaigian keuntungan bersih, para pihak yang terlibat dalam 

transaksi ini melakukan pembagian  kerugian yang dialami kreditur dan debitur berdasarkan 

kesepakatan yang telah dimuat dalam  kontrak. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Maulana, Sistem 

Jaminan dalam Pembiayaan pada,… hlm. 19. 
11

Revenue sharing atau laba kotor merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan  usaha yang belum tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan. Pendapatan 

pada revenue sharing langsung dibagikan kepada mitra kerja sesuai kesepakatan sedang biaya 

operasional dan pengeluaran lainnya seperti zakat dikeluarkan masing-masing. Ibid., hlm. 20. 
12

Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh,  pada tanggal 13Agustus 2015 di Banda Aceh. 
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berbeda-beda sesuai dengan kemampuan finansial dan keahlian yang dimiliki oleh 

masing-masing pihak. 
13

 

Secara umum pembagian keuntungan baik dalam bentuk Profit Loss Sharing 

maupun Revenue Sharing harus memenuhi ketentuan umum tentang bagi hasil yaitu: 

a. Dalam pembagian keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindari perbedaan apabila terjadinya sengketa dalam alokasi 

keuntungan atau ketika penghentian akad ini. 

b. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi 

jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. 

c. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
14

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah tergolong kedalam pembiayaan yang menggunakan akad 

yang dapat digolongkan sebagai akad ghair al-musammā meskipun merupakan 

kombinasi antara ijārah dan musyārakah, tapi tetap prinsip yang digunakan untuk 

pembentukan hukumnya  menggunakan sistem musyārakah mutanāqiṣ ah dalam 

Islam didasarkan kepada keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal 

adalah keuntungan yang riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri atau yang 

sering disebut sebagai bunga. 

Dari ketentuan tersebut maka prinsip semua pembiayaan yang disalurkan 

oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh harus mengikuti prosedur 

                                                             
13

Ibid. 
14

 Wirdyaningsing, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 

122. 
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yang diatur dalam yurisdiksi dan regulasi tentang perbankan. Hal ini adalah suatu 

kemestian sebagai ketentuan yuridis formal yang harus diikuti dan dijalankan oleh 

bank. 

Pembagian hasil yang diperoleh oleh nasabah melalui Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh merupakan hasil dari pembiayaan yang diperoleh 

oleh usaha-usaha Bank Muamalat Indonesia setiap bulannya. Saat ini Bank 

Muamalat Indonesia mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan 

dengan cara membagikan hasil usaha secara penuh dan adil yang sesuai dengan 

nisbah yag telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.  

 

3.2  Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Pembiayaan Musyārakah   

Mutanâqiṣ ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh 

 

Perlindungan hukum baik bagi subjek hukum maupun objek hukum sangat 

penting dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum tersebut  diberikan mencakup 

dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah bidang perbankan. 

Perlindungan hukum terhadap bank perlu dilakukan karena bank sebagai lembaga 

intermediasi mengelola dana pihak ketiga, selain modal mandiri bank. Oleh karena itu 

proteksi terhadap perbankan mutlak diperlukan agar kepentingan pihak ketiga pada 

perbankan terlindungi dengan baik. Dengan demikian perbankan sangat 

membutuhkan adanya kepastian perlindungan hukum dikarenakan seiring beragam 
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kasus pembiayaan macet yang terjadi sehinga sangat besar kemungkinan berimbas 

pada kepentingan pihak ketiga.
15

 

Dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah posisi pihak bank sebagai 

mitra atau patner usaha nasabahnya bukan sebagai kreditur dan debitur. Kondisi ini 

menyebabkan pihak bank tidak dapat mem-pressure nasabahnya sebagai mitra kerja 

untuk menuntut hal-hal di luar ketentuan syirkah ini. Hal ini tentu saja berbeda 

dengan akad jual beli sehingga risiko bagi bank cenderung kecil karena pihak bank 

dapat memaksa nasabah debitur melakukan semua kesepakatan karena didasarkan 

pada konsep jual beli. Oleh karena itu pihak bank sebagai investor yang telah 

menanamkan modalnya pada usaha nasabah harus mempelajari secara jeli dan 

menganalisis segala kemungkinan  yang mungkin terjadi agar pembiayaan yang telah 

diberikan tidak akan bermasalah. 

Perlindungan hukum  secara represif diperlukan supaya mendapatkan jaminan 

kerugian bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Perlindungan hukum 

tersebut adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mendapat jaminan 

atas kerugian bankyang disebabkan oleh nasabah wanprestasi, hal ini diperlukan 

mengingat dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah pihak bank sering dirugikan 

yang dikarenakan oleh ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya 

yang berujung dalam kemacetan pembiayaan.
16

 

                                                             
15

Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2016 di Banda Aceh. 
16

Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 13Agustus 2015 di Banda Aceh. 
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Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh berupa tindakan supaya tidak menyebabkan 

kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan 

hutangnya terhadap bank setelah diberikannya pembiayaan. Bentuk upaya 

perlindungan hukum terhadap bank syariah secara represif  yaitu berupa agunan 

tambahan dilakukannya penjualan dan pembelian agunan musyārakah mutanâqiṣ ah. 

Agunan dari pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah adalah berupa objek dari 

pembiayaan itu sendiri, agunan tersebut sudah menjadi persyaratan utama dan 

merupakan suatu sikap kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan musyārakah 

mutanâqiṣ ah. Hal tersebut dikarenakan bank syariah tidak mau menanggung risiko 

kerugian biaya yang dikeluarkan kepada nasabah debitur apabila nasabah tersebut 

melakukan wanprestasi dikemudian hari.
17

 

Dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah nasabah debitur bisa saja 

melakukan wanprestasi sehingga pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda 

Aceh perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerugian tersebut yaitu 

dengan cara melakukan penjualan terhadap agunan musyārakah mutanâqiṣ ah. 

Sebelum dilakukannya penjualan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda 

Aceh terlebih dahulu melakukan negosiasi terhadap nasabah yang mengalami 
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pembiayaan bermasalah, negosiasi dilakukan dengan cara penundaaan pelunasan 

hutang atau yang sering dilakukan adalah langkah-langkah restrukturisasi.
18

 

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda 

Aceh yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan 

(rescheduling) bagi pihak yang mengalami kemacetan di akhir masa pembiayaan atau 

bagi nasabah yang sudah jatuh tempo. Apabila jangka waktunya masih lama akan 

tetapi nasabah tersebut tidak sanggup membayar maka dilakukan dengan cara 

(reconditioning) yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti 

pembebasan margin sampai waktu tertentu. Sedangkan (restructuring) dengan cara  

penataan kembali .
19

 

Penjualan agunan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil sejumlah 

kerugian Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh atau hutang nasabah 

terhadap Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yang belum dilunasi dan 

sisa dari kelebihan setelah penjualan dan pembelian agunan tersebut maka akan 

dikembalikan kepada nasabah debitur. Penjualan agunan bisa dilakukan oleh nasabah 

yang bersangkutan yaitu dengan cara menjual agunan tersebut sendiri guna untuk 

pelunasan kewajibannya terhadap bank, selain dari itu pihak nasabah juga bisa 

meminta pihak bank untuk melakukan penjualan dan pembelian agunan tersebut yang 
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Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2016 di Banda Aceh. 
19

Ibid. 
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didasarkan kepada pemberian kuasa dari nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh untuk menjual agunan.
20

 

Dalam hal pemberian kuasa terhadap bank untuk melakukan penjualan 

agunan, jika kewajiban nasabah lebih kecil dibandingkan dengan agunan nasabah 

maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh akan mengembalikan sisa 

penjualan agunan nasabah tersebut namun apabila kewajibannya lebih besar maka 

pihak Bank Mumalat Indonesia Cabang Banda Aceh dapat meminta tambahan kepada 

nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun apabila agunan tersebut di jual 

oleh nasabah itu sendiri maka nasabah bebas dalam menentukan harga penjualan 

agunan tersebut. Apabila dalam penjualan agunan tersebut nasabah memperoleh 

keuntungan melebihi dari pada pelunasan kewajibannya di bank maka pihak nasabah 

dapat menggunakan sisa penjualan agunan tersebut setelah dilakukannya pelunasan 

hutang terhadap bank.
21

 

 

3.3  Langkah-langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Nasabah 

yang Melakukan Wanprestasi pada Pembiayaan Musyārakah mutanāqiṣ ah 

pada Bank Muamalat Indonesia Cabang  Banda Aceh 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh merupakan lembaga keuangan 

yang sama dengan bank-bank syariah lain, yang fungsinya menghimpun dana dari 

masyarakat dan meyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 

Pada dasarnya, pihak Bank Mumalat Indonesia Cabang Banda Aceh telah melakukan 
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Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 16 November 2015 di BandaAceh. 
21
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berbagai upaya untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi pada 

pembiayaan tersebut, namun tetap saja terdapat kasus-kasus wanprestasi yang 

dilakukan oleh nasabah.
22

 

Beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah yaitu: 

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban 

tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. 

2. Nasabah memberikan keterangan palsu terhadap datanya. 

3. Kebanyakan dari nasabah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa 

pemberitahuan kepada pihak bank, dan 

4. Tidak jarang pula nasabah melakukan pengalihan barang agunannya 

kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank. Maka, hal ini akan 

mengakibatkan kerugian bagi pihak bank.
23

 

Tindakan wanprestasi nasabah debitur terhadap kewajibannya pada Bank 

Mumalat Indonesia Cabang Banda Aceh membawa konsekuensi terhadap 

penginkaran hak pihak yang semestinya menerima kembali modal beserta keuntungan 

sebagai bagian dari perjanjian yang telah disepakati dari awal pada saat 

penandatangan kontrak antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dengan 

nasabah debiturnya. Dalam kondisi seperti ini pihak Bank Muamalat Indonesia dapat 

menuntut pihak nasabah debitur yang melakukan wanprestasi untuk memberikan 
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Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, Bagian Marketing Consumer/ Account Manager 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 8 September 2015 di Banda Aceh. 
23
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ganti rugi yang telah diderita oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda 

Aceh, sehingga dengan ketentuan yang ditetapkan dalam norma  hukum perbankan, 

diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan yang disebabkan oleh 

wanprestasi  nasabah debitur tersebut.
24

 

 Dalam pelaksanaan perjanjian yang yang telah disepakati oleh Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah debitur biasanya terdapat 

hambatan-hambatan dalam proses pengembalian modal yang telah dikucurkan oleh 

bank termasuk keuntungan yang seharusnya di terima maka penyelesaian pembiayaan 

dilakukan sesuai standar operasional penyelesaian masalah pembiayaan. Pada 

umumnya hambatan atau gangguan yang muncul dalam pengembalian dana yang 

merupakan kewajiban nasabah debitur terjadi karena tidak adanya itikad baik dari 

pihak nasabah untuk memenuhi standar dan ketentuan pembiayaan yang ditetapkan 

oleh pihak bank. Ketiadaan itikad baik ini lah yang merupakan potensi utama 

munculnya wanprestasi nasabah debitur dan sekaligus menjadi kendala utama faktor 

penyelesaian KPRS bermasalah terutama nasabah debiturnya.
25

 

Manajemen Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh hampir tidak 

dapat menghindari pembiayaan bermasalah baik dalam pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah maupun pembiayaan lainnya. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah 

pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai 

mengalami kesulitan finansial atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh 
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Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 13Agustus 2015 di Banda Aceh. 
25
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nasabah. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan 

bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah 

di masa mendatang. 

Manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam mengatasi 

nasabah debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan dua cara 

penyelesaian, yaitu melalui negosiasi dan eksekusi. Negosiasi dilakukan terhadap 

nasabah debitur yang mempunyai i’tikad baik, dalam artian nasabah bersikap 

cooperatif dan pembiayaannya masih bisa diselamatkan. Negosiasi dalam prakteknya 

diaplikasikan dengan restrukturisasi yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia 

Nomor 13/9/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh 

bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisai dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi ulang terhadap pembiayaan yang dilakukan terdapat kemungkinan bahwa 

nasabah masih mampu untuk memenuhi angsuran kepada bank.
26

 

Proses restrukturisasi dilakukan secara bertahap dari penjadwalan kembali 

(rescheduling), upaya ini dilakukan dengan cara pihak Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh memberikan keringanan terhadap nasabah yang mengalami 

pembiayaan bermasalah yang menyangkut dengan jadwal pembayaran. Selanjutnya 

dengan cara penggunan struktur baru (restructuring), dimana  pihak Bank Mumalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh jmemberikan keringanan dalam hal pengurangan 
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tunggakan pokok yang seharusnya dibayar. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pihak 

bank yaitu dengan cara penambahan syarat baru (reconditioning)pembinaan melalui 

pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah yang 

mengalami wanprestasi. Sehingga dengan cara ini akan membantu nasabah debitur 

yang diharapkan dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak 

Bank Mumalat Indonesia Cabang Banda Aceh.
27

 

Jika hal tersebut belum mampu untuk membawakan hasil yang baik, maka 

pihak bank akan melakukan eksekusi agunan. Eksekusi dilakukan setelah usaha 

penyelesaian melalui negosiasi tidak berhasil dilakukan, langkah ini diambil 

dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari pihak nasabah wanprestasi. Eksekusi 

merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek agunan untuk pelunasan 

kewajiban nasabah debitur terhadap kawajibannya. Berdasarkan keterangan dari 

dengan Beta Handa Hermawan selaku Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Banda Aceh penjualan objek agunan dapat dilakukan dengan cara 

penyerahan agunan secara sukarela oleh pihak nasabah kepada bank sebagai upaya 

penyelesaian pembiayaannya.
28

Dalam hal ini nasabah dapat melakukan penjualan 

terhadap agunannya sendiri dan nasabah debitur juga dapat mencari pembeli agunan 

sendiri dengan seizin dari pihak bank dan pada saat dilakukannya jual beli maka 
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Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 16 November 2015 di Banda Aceh. 
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 Wawancara dengan Beta Handa Hermawan, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat 
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harus dengan sepengetahuan pihak bank. Sedangkan dalam hal pentuan harga 

penjualan objek agunan, nasabah bebas menjual agunan itu dengan harga berapapun 

tanpa adanya penentuan harga jual agunan dari pihak bank, hasil dari penjualan 

agunan yang diperoleh oleh nasabah digunakan untuk membayar pelunasan 

kewajibannya terhadap bank, sedangkan sisa dari hasil penjualan agunan tersebut 

setalah digunakan untuk membayar kewajibannya kepada bank dapat dimiliki oleh 

nasabah.
29

 

Selain dengan menjual objek agunannya sendiri nasabah debitur juga dapat 

memberikan kuasa kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh 

untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan. Dalam hal ini pihak bank 

bertindak aktif dalam mencari pembeli agunan tersebut, berkenaan dengan harga 

penjualan, pihak bank dan nasabah terlebih dahulu mebuat kesepakatan dalam 

penentuan harga, hal ini bertujuan untuk menghindari gugatan nasabah debitur 

dikemudian hari dikarenakan merasa objek agunannya dijual dengan harga yang tidak 

sewajarnya. Jika kewajiban nasabah lebih kecil dibandingkan dengan agunan 

nasabah, bank dapat mengembalikan sisa penjualan agunan nasabah tersebut, namun 

apabila kewajiban nasabah lebih besar dibandingkan dengan agunan nasabah, maka 

pihak bank dapat meminta tambahan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan 

tersebut. Dalam penjualan ini pihak nasabah debitur juga dapat ikut dalam proses 

penjualan agunan yang dilakukan bersama-sama antara pihak bank dan nasabah 

debitur. 

                                                             
29

 Ibid. 
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Terhadap nasabah yang tidak dapat memenuhi penyelasaian yang dilakukan 

secara damai maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh akan 

membawa nasabah ke jalur hukum dengan cara pelelangan atas objek agunan 

tersebut.
30

 Dalam hal nasabah debitur wanprestasi, pihak bank yang dirugikan berhak 

untuk menjual barang agunan yang dijaminkan yang berdasarkan Undang-Undang 

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yaitu: “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut.” Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa apabila nasabah 

debitur cidera janji maka pihak bank tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu 

dari nasabah debitur untuk menjual objek agunan, dikarenakan bank sebagai 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai wewenang untuk menjual objek 

agunanatas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil hasil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Pada prakteknya proses penjualan barang agunan oleh pihak bank lebih sering 

dilakukan melalui penjualan di muka umum. Pelelangan agunan merupakan langkah 

terakhir yang harus dilakukan oleh pihak bank terhadap objek pembiayaan nasabah 

yang mengalami wanprestasi. Untuk melelang agunan nasabah maka pihak bank 

                                                             
30

Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 16 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
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melakukan penilaian terhadap objek agunan tersebut, hal tersebut dilakukan guna 

untuk menghindari kesalahan dalam taksiran agunan dan kerugian. 

Dalam wawancara penulis dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh menyatakan bahwa sebelum dilakukannya 

pelelangan maka pihak bank terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang 

bahwasannya agunan pembiayaannya akan di lelang untuk melunasi kewajibannya.
31

 

Proses eksekusi jaminan dilakukan dengan cara mendaftarkan kepada KPKNL 

(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). KPKNL merupakan Instansi 

Pemerintah yang bertugas mengadakan lelang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (11) 

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang kedudukan KPKNL berada dalam lingkungan DJPLN (Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara) yang saat ini bernama DJKN (Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara), sehingga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang) merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
32

 

Dalam sistem keorganisasian KPKNL, pejabat lelang merupakan kelompok 

jabatan fungsional yang berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan Lelang Untuk 

melakukan segala hal yang berkaitan dengan lelang, mulai dari persiapan lelang 

sampai akhir pelaksanaan lelang. Seksi ini merupakan salah satu bagian di antara 

seksi-seksi yang lain pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). 

                                                             
31 Ibid. 
32

Kementerian Keuangan RI, Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di akses dari situs 

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/profilorg.html pada tanggal 20 Februari 2016. 
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KPKNL di pimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang.Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Lelang selalu berkoordinasi dengan 

kepala KPKNL.
33

 Jangka waktu proses pendaftaran agunan ke balai lelang sampai 

dengan pelelangan agunan adalah selama 45 hari. Pelelangan agunan biasa disebarkan 

melalui media cetak seperti koran dan juga pemberitahuan berupa pengumuman-

pengumuman yang ditempelkan pada bank-bank yang bersangkutan.  

Pada pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang 

petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa tempat pelaksanaan lelang harus di 

wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang 

tersebut berada. Dalam praktek penetapan tempat pelaksanaan lelang selain 

didasarkan pada tempat barang yang akan dilelang, juga didasarkan pada tempat 

kedudukan penjual selama masih dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Maka 

dalam hal ini pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dapat 

menentukan tempat untuk melakukan pelaksanaan lelang yaitu di bank itu sendiri 

sehingga memudahkan pejabat lelang dan peserta lelang untuk mendatangi Bank 

Muamalat pada hari yang telah ditetapkan.
34

 

Berkenaan hasil dari pelelangan maka akan dikurangi dengan kewajiban 

nasabah terhadap bank setelah dipotong biaya-biaya untuk KPKNL (Kantor 

                                                             
33

Peraturan Menteri Keungan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. 
34

Ibid. 
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Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
35

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 

penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat 

Indonesai Cabang Banda Aceh dengan cara dan bentuk yang bervariasi, hal ini 

tergantung kepada i’tikad dan usaha nasabah debitur dalam melunasi 

kewajibannyanya. Dalam hal ini tata cara penjualan secara sukarela terhadap objek 

agunan yang menjadi jaminan pada pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah sangat 

mudah bila dibandingkan dengan proses eksekusi agunan. Karena dalam hal 

penjualan agunan secara sukarela pihak bank dan nasabah tidak memerlukan 

keterlibatan balai lelang atau pengadilan sehingga dapat mempercepat penyelesaian 

pelunasan kewajiban nasabah debitur terhadap bank. 

                                                             
35

Wawancara dengan Muazzin bagian Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Banda Aceh, pada tanggal 16 Agustus 2015 di Banda Aceh. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini 

penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta 

memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 

4.1 Kesimpulan 

1. Sistem operasional yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia mulai dari 

tingkat pusat sampai ke tingkat cabang mempunyai sistem operasional yang sama. 

Mekanisme dan ketentuan operasionalnya ditentukan oleh Bank Muamalat Pusat, 

sedangkan Bank Muamalat Indonesia daerah atau cabang hanya menjalankan 

operasionalnya sebagaimana operasional yang berlaku di Bank Muamalat 

Indonesia Pusat. Ujrah yang diperoleh oleh Bank Muamalat Indonesia dari 

pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah berupa hasil penyewaan objek pembiayaan 

oleh bank kepada nasabah debiturnya. 

2. Perlindungan hukum yang diperlukan untuk memproteksi Bank Mumalat Indonesia 

Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan musyārakah mutanāqiṣ ah secara 

operasionalnya pihak stake holders bank ini menggunakan cara represif untuk 

memastikan nasabah debitur akan melakukan semua kewajiban kepada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh baik pengembalian modal maupun 

keuntungan yang seharusnya diterima oleh Bank Muamalat Indonesia cabang 
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Banda Aceh. Perlindungan hukum terhadap bank pada pembiayaan musyārakah 

mutanāqiṣ ah diperlukan karena pembiayaan ini termasuk kedalam pembiayaan 

yang mimiliki risiko tinggi (high risk), sehingga kemungkinan nasabah untuk 

melakukan wanprestasi dapat terjadi dan bertujuan agar bank mendapatkan 

jaminan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu 

memenuhi kewajibannya terhadap bank dan berujung kepada kemacetan 

pembiayaan. Bentuk upaya perlindungan hukum secara represif yang dilakukan 

oleh pihak bank Muamalat Indonesia yaitu dengan cara penjualan dan pembelian 

agunan dari objek pembiayaan musyaraka mutanaqisah itu sendiri 

3. Langkah-langkah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu dengan cara melakukan 

restrukturisasi dan melakukan eksekusi bangunan melalui penjualan terhadap 

agunan itu sendiri. 

4.2 Saran 

1. Penulis menyarankan agar Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dapat 

secermat mungkin menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣ ah, hal ini bertujuan untuk meminimalisir nasabah yang 

melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap bank. 
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2. Secara garis besar, hanya konsumen yang memperoleh perlindungan dan memiliki 

undang-undang khusus bagi perlindungan konsumen. Maka dari itu diperlukannya 

undang-undang khusus bagi bank untuk memberikan kepastian hukum bagi 

industri perbankan. Dengan adanya perlindungan hukum khusus bagi industri 

perbankan hal itu akan melindungi kepentingan bagi para pihak. 
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